
Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 7 6. 1 I PL.o2.t -Kpt / 3218 I Kab / tx I 2o2o

TENTANG

REKAPITUI.ASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN SERENTAK I,ANJUTAN TAHUN 2O2O

KAT}UPATEN PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAI.I UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang

Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2OL9, yang menyatakan

setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) hurrf a,

KPU/KIP KabupatenlKota melakukan rekapitulasi daftar

Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;

b. bahwa berdasarkan [a.mpiran Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Wali Kota

dan Wakil WaIi Kota Tahun 2A2O, rekapitulasi daftar

pemilih
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pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk

ditetapkan sebagai DPS dilaksanakan pada tanggal 5

sampai dengan 14 SePtember 2O2O;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 69.L lPL.Oz-l-

Kpt I 321 8 / Kab /VIU 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurlf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2O2O Kabupaten

Pangandaran;

1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a\

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang. . .
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Undang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65471;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2OI7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7

Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun zOLq tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2077 tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5nrsunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L676);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2A

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubermrr
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease zDtg GAWD'L9)

(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor f 0 Tahun 2O2O tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak l,anjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9

(COWDI9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

KpI/O1/KPU/U /2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-

Kptl 06 IKPU lWl2O2O tentang Penetapan Informasi

Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.0 f . S-Kpt/ KPU-Kab I X / 2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-

Kpt/3218/Kab/VI l2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomo r : 236 / PL. 0 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X / 20 Lg

tentang
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

10. Keputuseul Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 /PL.O2-Kptl 3218/Kab/VI I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 69.1/PL.O2.7'

Kpt/3218/Kab/VIll2O2O tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 1 1O/BA I 3278 /Kab lVll l2O2O tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2O2O Kabupaten

Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR

PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK

LANJUTAN TAHUN 2O2O KABUPATEN PANGANDARAN.

Menetapkan Rekapihrlasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2O2O

Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak

Lanjutan Tahun 2O2O Kabupaten Pangandaran sebanyak

320.456 Pemilih.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA

Ditetapkan

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



I

-6-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 7 September 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

'7"" Hukum,

SEKRETARI >
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M Plh.
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub Bagian Hukum,

/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 7 6.1 I PL.o2.r-Kpt I 32 1 8/Kab I rx I 2o2o

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL

PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR

PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK

LANJUTAN TAHUN 2O2O KABUPATEN

PANGANDARAN

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 September 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2O2O

KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

No Nama Kecamatan
Jumlah

Desa

Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

L P L+P

1 Parigr 10 82 17.350 18.113 35.463

2 Cijulang 7 54 10.360 to.942 21.302

3 Cimerak 11 89 18.084 18.393 36.477

4 Cigugur 7 44 8.646 8.548 17.t94

5 Langkaplancar 15 t07 19.424 18.946 38.370

6 Mangunjaya 5 62 L2.r75 12.485 24.660

7 Padaherang t4 127 25.725 26.t38 51.863

8 Kalipucang 9 69 t4.378 14.543 28.92r

9 Pangandaran 8 110 2L.698 27.795 43.493

10 Sidamulih 7 56 Lt.t7t Lr.542 22.713

TOTAL 93 800 159.01r L6L.445 320.456

MUHTADIN
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